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BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a  bahwa untuk kelancaran pembayaran dan
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat
Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Serta
Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara agar pelaksanaannya sesuai dengan
kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan
kelayakan, kewajaran, kepatutan dan kemampuan

m keuvangan daerah;

b. bahwa ketentuan yang menyangkut pembayaran dan
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati Minghasa Tenggara
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Tidak Tetap Serta Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara perlu ditinjau serta
disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa
Tenggara tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap
Serta Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Minahasa Tenggara.
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Mengingat : 1. Ketetapan MPR-RI Nomor [1i/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan,

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah men jadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi
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18.

19.

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 nomor 11, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4685);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daeraly;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2013.
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGER! BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA
PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA.

Menetapkan

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara,

4. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara;

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta

Penyelenggara Negara lainnya yang menjalankan

fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengn
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945;

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua
DPRD;

8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan
keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

9. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik
ndonesia yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan
tugas pemerintahan yang bersifat teknis profesional
dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi;

11. Pihak Lain adalah pihak yang ditugaskan oleh pejabat
yang berwenang berdasarkan Peraturan, Keputusan,

/J;
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22.

23.

Kontrak dan/atau Kerjasama  dalam  tujuan
pelaksanaan penugasarn;

Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada SKPD yang belsangkutan;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara,
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke
tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali
ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari
tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan
yang baru berdasarkan surat keputusan pindah;
Perjelanan Dinas Tertentu adalah perjalanan dinas
yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan dengan
situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi;
Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan
sementara waktu ke luar Daerah, maupun ke luar kota
dalam Provinsi;
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Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas;
Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain yang
melaksanakan Perjalanan Dinas;

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
berwenang  yang memerintahkan pelaksanaan
Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap Serta Pihak Lain;
Kabupaten dan Kota adalah pembagian wilayah
administratif di Indonesia di bawah Provinsi;

Tempat Kedudukan adalah Kabupaten / Kota / lokasi
/ tempat di mana SKPD / Unit Kerja berada;

Tempat Tujuan adalah Kabupaten / Kota /[ lokasi /
tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;

Tempat Tujuan Pindah adalah tempat / Kota tujuan
pindah;

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai
dengan bukti pengeluaran yang sah;

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount} dan
dibayarkan sekaligus;

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya
Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang
ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKFPD.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan
dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Pegawai
Tidak Tetap serta Pihak Lain yang dibebankan pada
APBD;

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini meliputi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini meliputi :
y



a. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipij di
lingkungan Pemerintah  Kabupaten Minahasa
Tenggara,

b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan / atau
diperbantukan  pada Pemerintah  Kabupaten
Minahasa Tenggara.

(4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini adalah :

a. Non PNS yang diangkat sebagai Staf Khusus yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. Non PNS yang diangkat sebagai Tenaga Honorer
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ‘

c. Non PNS yang ditugaskan Bupati / Wakil Bupaty,
Sekretaris Daerah dan / atau Kepala SKPD untuk
melaksanakan program dan kegiatan sestlai dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

(5) Pihak Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
adalah pihak yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang berdasarkan  Peraturan, Keputusan,
Kontrak dan/atau  Kerjasama dalam  tujuan
pelaksanaan penugasan

BAB I
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya wuntuk kepentingan sangat
pricritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah,

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja SKPD bersangkutan;

¢. efisiensi penggunaan belanja daerah dalam arti
dilaksanakan dengan jumlah personil yang dibatasi,
dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan hasil
yang maksimal; dan

d. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah,
pelaksanaan serta pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas yang jelas dan terukur.



BABIV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupat ini digolongkan
men jadi: o
a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi,

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;
c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

(2) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah_
Luar Provinsi adalah perjalanan dinas keluar dan
wilayah Provinsi tempat kedudukan SKPD
bersangkutan;

{3) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas keluar dari
wilayah  Kabupaten tempat kedudukan SKPD
bersanglkutan,

(4) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Dalam
Daerah adalah perjalanan Kkeluar daerah berjarak
sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer keluar dari
batas daerah tempat kedudukan SKPD bersangkutan,
yang tidak melewati batas wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. mengikuti rapat, seminar, kordinasi, konsultasi dan

se jenisnya,

Pengumandahan {Detasering);

menempuh ujian dinas / ujian jabatan;

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri
atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter
tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan
dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena
melakukan tugas;

g mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma / S1 / 82 / S3;

mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j. menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD /
Pegawai Negeri / Pegawai Tidak Tetap / Pihak Lain yang
meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;

atau
.-
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(1)

(2)

©)

{4)

)

(6)

(1)

(2)

menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara / Pimpinan dan Anggota DPRD /
Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat
Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman,

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD

dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD

yang tertuang dalam SPT;

Kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas

sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota
DFRD;

b. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk
Seluruh Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah;

c. Kepala SKPD untuk Seluruh Perjalanan Dinas Luar
dan Dalam Daerah.

Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b

Pasal ini dapat didelegasikan kepada para asisten

Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD sesuai

lingkup kewenangannya masing-masing.

SPT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati.

PA/KPA  berwenang  menerbitkan SPPD  serta

menetapkan moda transportasi yang digunakan,

dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan

Perjalanan Dinas dimaksud.

SPPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dibuat

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas  tidak  dapat
dilaksanakan pada hari libur, kecuali Perjalanan Dinas
Tertentu dan atau dalam keadaan hari kahar/luar
biasa (farce majeure)

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan yang
bersifat konsultasi dan/atau koordinasi tidak
diberikan lebih dari 3 (tiga) hari kerja.

S




Pasal 8

Yang dimaksud Perjalanan Dinas Tertentu adalah:

a. Melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan dalam
arti terdapat tugas tambahan yang mendesak atas
perintah Pejabat yang berwenang pada lokasi /
tempat tujuan yang sama dan / atau dalam rute
perjalanan yang searah.

b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat,
bimbingan teknis, studi banding, sosialisasi,
pameran serta Kkegiatan spesifik lainnya yang
sudah ditetapkan bahwa jadwal kegiatannya
termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional

c. Kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud
huruf b Pasal ini antara lain:

1. Penugasan Pemeriksaan;

2. Penugasan survei dan atau pengumpulan data;

3. Penugasan mengikuti pertandingan / lomba.

4. Penugasan Kunjungan Keagamaan {
Kemasyarakatan Kecamatan / Kelurahan /
Desa.

Pasal 9

Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam keadaan kahar /

luar biasa (force majeure) adalah :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka penanggulangan
bencana alam dan / atau bencana sosial,

b. Perjalanan Dinas yang mengalami keterlambatan
disebabkan karena kelangkaan moda transportasi dan /
atau bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana
sosial.

BABV
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas
komponen-komponen sebagai berikut :
a. uang harian,

b. biaya transpor;

biaya penginapan;

uang representasi,

sewa kendaraan dalam kota;, dan atau

biava menjemput / mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat {1) huruf a
Pasal ini dibayarkan sesuai jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPT terdiri atas :

a. uang makan;
b. uang transpor lokal;, dan

¢. uang saku.
y/ =
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{3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud ayat {1) hurufb
Pasal ini terdiri atas :

a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan
sampai ke termina! bus / stasiun / bandara /
pelabuhan keberangkatan {pergi-pulang) yang dapat
diberikan berdasarkan Biaya Riil bagi yang tidak
mendapat fasilitas kendaraan dinas roda empat;

b. biaya perjalanan dinas dari terminal bus / stasiun
/ bandara / pelabuhan tempat tujuan sampai
tempat penginapan (pergi-pulang) yang dapat
diberikan berdasarkan Biaya Riil bagi yang tidak
mendapat fasilitas kendaraan dinas roda empat;

c. biaya retribusi yang dipungut di termina! bus /
stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan;

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf ¢ Pasal ini merupakan biaya yang diperlukan
untuk menginap di :

a. hotel; atau

b. tempat menginap lainnya.

(5) Jumlah hari penginapan adalah jumlah malam hari
menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf d adalah uang kehormatan yang dapat diberikan
kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD,
serta Pejabat Eselon I yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Luar Daerah Luar Daerah dan Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf e Pasal ini adalah biaya sewa Kendaraan
yang dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan
DPRD serta Pejabat Eselon I untuk Kkeperluan
pelaksanaan tugas di Kota / Tempat Tujuan yang
dibayarkan sesuai biaya riil,

(8) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini meliputi biaya bagi
penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

Pasal 11

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat (1} diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9
dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
A



Pasal 12

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 5
(Lima) tingkat, yaitu :

a. Tingkat Al untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRD, serta Pejabat Negara lainnya yang setara,

b. Tingkat A2 untuk Pejabat Eselon Il, Anggota DPRD,
serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;

c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I1i, PNS Golongan
IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara,

d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon 1V, PNS Golongan
Il serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;

e. Tingkat D untuk PNS Golongan II, PNS Golongan I,
Pihak Lain serta Pegawai Tidak Tetap yang setara.

(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk
Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas
ditentukan oleh PA / KPA mengacu pada ayat (1} Pasal
ini dengan memperhatikan tingkat pendidikan /
kepatuhan / tugas yvang bersangkutan;

(3) Biaya Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat (2) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah
hari berdasarkan tanggal tiba dan tanggal berangkat
dalam tiket perjalanan, dengan tidak melebihi jumlah
hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan
Bupati ini;

(4) Biaya Transpor sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat
(3) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai Fasilitas
Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

{5) Biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud
Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati ini,
dengan memperhatikan tanggal tiba dan tanggal
berangkat dalam tiket perjalanan, dengan tidak
melebihi jumlah hari dalam SPT, serta SPPD, kecuali
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan
Pasal 9 Peraturan Bupati ini;

(6) Biaya Penginapan tidak diberikan untuk Perjalanan
Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi yang memakan
waktu sampai dengan 6 (enam) jam, kecuali Perjalanan
Dinas Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf ¢
Peraturan Bupati ini;

(7} Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan
fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10
ayat {4), berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di
kota tempat tujuan;

b. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan

/



(8}

(9)

secara lumpsum, dengan memperhatikan jumlah
malam hari menginap sebagaimana dimaksud Pasal
10 ayat (5) Peraturan Bupati ini.

Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 10

ayat (6) Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai jumlah

hari dalam SPT;

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal

10 ayat (1} diberikan berdasarkan tingkat biaya

Perjalanan Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :

a Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;

b. Biaya transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Provinsi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang
merupakan jumlah total dari harga tiket, airport
tax, dan biaya terminal lainnya;

¢. Standar Biaya Tiket Pergi-Pulang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

d. Biaya Transpor Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(3} Peraturan Bupati ini dibayarkan sesuai biaya
riil;

e. Biaya Transpor antar Kecamatan/Desa dan/atau
pulau-pulau kecil di Kabupaten/Kota tujuan dalam
Provinsi dibayarkan sesuai biaya ril dengan
mengacu pada tarif berlaku setempat;

f Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan
kendaraan dinas, maka biaya transpor
sebagaimana tersebut pada huruf d dan huruf e
tidak dibayarkan;

g Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;

h. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;

i Sewa Kendaraan Dalam Kota di tempat tujuan
dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai
ketentuan;

J. Biaya Pemetian dan Pengangkutan Jenazah

termasuk yang berhubungan dengan pengruktian /
pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan
Biaya Riil




Pasal 13

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud Pasal
5 huruf b Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan
biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh
panitia penyelenggara;

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak
ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan
pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD;

(3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana
dimaksud Pasal 5 huruf b dilakukan secara bersama-
sama, maka seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap
pada hotel / penginapan yang sama;

(4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan
yang sama sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan yang
telah ditentukan, maka pelaksana SPPD menggunakan
fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel /
penginapan dimaksud.

Pasal 14

Dalam hal Perjalanan Dinas mendampingi Pejabat Negara
dan Pejabat Eselon II, maka untuk penginapan Pelaksana
SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar terendah pada
hotel / penginapan yang sama.

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal
laut / sungai / penyeberangan untuk waktu paling kurang
24 (dua puluh empat} jam, maka selama waktu transportasi
tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang
harian.

Pasal 16

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan hanya dibayarkan
sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan
dengan mekanisme Pemberian Uang Muka atau
Panjar;

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera
dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud ayat (1} Pasal ini dapat dibayarkan setelah

Perjalanan Dinas selesai.




Pasal 17

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini melebihi
jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT, maka kepada
Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan biaya uang
harian, penginapan, uang representasi dan sewa
kendaraan dalam kota di tempat tujuan, dengan
ketentuan bahwa masih cukup tersedia anggaran yang
berkenaan;

{2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, dapat dimintakan kepada PA / KPA untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen
berupa:

a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari
Syahbandar / Kepala Bandara / perusahaan jasa
transportasi lainnya; atau

b. Surat Keterangan Kepala Desa atau Camat untuk
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi;

c. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi
tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan pada
ayat (2) Pasal ini, maka PA / KPA membebankan biaya
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pada DPA-
SKPD berkenaan,

(4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari
jumlah hari yag ditetapkan dalam SPPD, pelaksana
SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian,
biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kendaraan.

Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-
SKPD penerbit SPPD kecuali ditetapkan lain sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 19

(1) Pejabat Negara / Pegawai Negeri dapat melaksanakan
Perjalanan Dinas Pindah;

(2) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPPD
dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang
ditetapkan oleh Pejabat Berwenang sesuai Peraturan
Perundang-Undangan;

(3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat
(2) Pasal ini menjadi dasar diterbitkannya SPPD.

o



(1)

()

(3)

(4)

Pasal 20

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud Pasal
19 ayat (1) Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan
oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah;
Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka :

a. Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke
Tempat Tujuan Pindah,

b. Pemulangan Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang
mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan ke
Tempat Tujuan menetap;

c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara
/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat
tugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap.

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini yaitu :

a Isteri/suami vang sah sesuai ketentuan Undang-
Undang Perkawinan yang berlaku;

b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah
menurut hukum yang berumur paling tinggi 25
({dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat,
belum pernah menikah, dan tidak mempunyai
penghasilan sendiri,

c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua
puluh lima) tahun, belum pernah menikah, dan
menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat
yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai
penghasilan sendiri;

d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan,
dan anak angkat perempuan yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari 25 {dua puluh
lima] tahun yang tidak bersuami dan tdak
mempunyai penghasilan sendiri.

Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud ayat

(3) Pasal ini, Pegawai Negeri paling rendah golongan III

atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk

membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu)
orang;

Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat

(4) Pasal ini diberikan biaya uang harian sesuai tingkat

penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan L




BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 21

(1} Bieya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen
sebagai berikut :

a. Biaya transpor pegawai,

b. Biaya transpor keluarga;

c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau

d. Uang harian.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dari Ratahan k€ Luar
Daerah atau sebaliknya dibayarkan secara jumpsum
dengan mengacu pada harga yang berlaku sesuai
ketentuan;

(3) Biaya Transpor dan Uang Harian Perjalanan DiNas
Pindah dari Ratahan ke SKPD Kabupaten Minahasa
Tenggara yang berkedudukan di Kecamatan atau
sebaliknya diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Uang Harian dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi, sesuai Lampiran
sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (°) huruf a
Peraturan Bupati ini;

b. Biaya Transpor dibayarkan secara lumpsum untuk
1 (satu) kali jalan {one way] Mengacu pada harga
yang berlaku sesuai ketentuan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dirinci sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Penggolongan Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindah
mengacu pada ketentuan dimaksud Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Bupati ini,

Pasal 23

(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas
Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf
a dan huruf b adalah sebagai berikut :
a. Biaya transpor pegawai;
b. Biaya transpor keluarga yang sah;
c¢. Uang harian; dan / atau
d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas
Pindah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf

¢ adalah sebagai berikut :
A—V:

a. Biaya transpor keluarga;



b. Uang harian; dan / atau

c. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang Harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana
dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan untuk
pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota
keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan

pindah / menetap yang baru;

b. Paling lama 2 ({(dua) hari untuk setiap kali
menunggu sambungan (transit) dalam  hal
perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;

¢. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai
yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan,
satu sama lain hal menurut keputusan PA; atau

d. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai
yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah
mendapat perintah dari Pejabat penerbit SPT untuk
melakukan tugas lain guna kepentingan negara.

Pasal 24
Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka
pindah tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2)
huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya
Perjalanan Dinas.

Pasal 25
Perhitungan biaya pengepakan dan angikutan barang
sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf ¢ diberikan
secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
Peraturan Bupat ini.

Pasal 26
Biaya bongkar muat dan penggudangan sudah termasuk
dalam biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 27

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DPA-
SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,

. .



BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

(1] Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam
batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD
berkenaan,;

{(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana
SPPD paling cepat 3 (tiga) hari kera sebelum
Perjalanan Dinas dilaksanakan;

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat melebihi 3 (tiga) hari
kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur
mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun
anggaran.

Pasal 29

(1} Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui
mekanisme SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU dan / atau
mekanisme SPM-LS;

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas  dengan
mekanisme SPM-LS dapat dilakukan melalui :

a. Perikatan dengan penyedia jasa;

b. Bendahara Pengeluaran; atau

¢. Pelaksana SPPD.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui
perikatan  dengan penyedia jasa sebagaimana
dimaksud ayat (2} huruf a Pasal ini meliputi :

a Perjalanan  Dinas Jabatan dalam  rangka
pelaksanaan tugas pekok dan fungsi SKPD;

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti
rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan,
pertandingan /[ lomba, festival pameran, studi
banding atau kegiatan sejenis.

(4} Jumlah Pelaksana SPPD dalam pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 30

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan
mekanismMe SPM-UP/GU/TU  dilakukan dengan
memberikan uang muka {panjar) kepada Pelaksana
SPPD oleh Bendahara Pengeluaran;

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, berdasarkan persetujuan pemberian uang
muka dari PA/KPA sesuai ketersediaan uang (Kas)
pada Bendahara dengan batas tertinggi seperti
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

tercantum dalam Peraturan Bupati ini

melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. Surat Tugas / Surat Keputusan Pindah;

b. Fotocopy SPPD;

c. Kwitansi Tanda Terima Uang Muka yang
sesual format sebagaimana tercantum
Lampiran XI Peraturan Bupati inj; dan

d. Surat Pernyataan akan mempertanggungjaw
selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah k
dalam  pelaksana  tugas, serta  Ix
mengembalikan kelebihan uang muka (panja
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan
dapat berupa event organizer, biro jasa perja
perusahaan jasa transportasi, dan perusahaa;
perhotelan / penginapan;

Penetapan penyedia jasa scbagaimana dimaksu
(1) Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan
mengatur tentang pengadaan barang /
pemerintah.

Komponen biaya Perjalanan Dinas yang
dilaksanakan dengan perikatan meliputi
transpor termasuk pembelian / pengadaan tiket
atau biaya penginapan.

Pasal 32

Kontrak / perjanjian dengan penyedia jasa
dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau
kebutuhan periode tertentu;

Nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian
diperkenankan melebihi tarif tiket resmi
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportas:
tarif penginapan / hotel resmi yang dikeluarkas
penyedia jasa penginapan / hotel.

Pasal 33

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada p&
jasa didasarkan atas prestasi kerja yang
diselesaikan sebagaimana diatur dalam kont
perjanjian;

Atas dasar prestasi kerja yang telah diseles
penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA / F



Pasal34

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan
mekanisme SPM-LS dilakukan melalui transfer dari
rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara
Pengeluaran, Pihak Ketiga atau Pelaksana SPPD.

Pasal 35

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA / KPA, pengajuan
SPM, dan penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan
Bupati yang mengatur tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 36

(1} Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan
Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan
pada DPA-SKPD berkenaan;

(2) Biaya pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan hanya berlaku dalam hal apabila pembelian
tiket perjalanan telah dilakukan paling cepat 3 (tiga}
hari sebelum berangkat;

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
jika disebabkan bukan oleh kelalaian Pelaksana SPPD
yaitu :

a. Bencana alam, gangguan keamanan, serta bencana
sosial yang sudah dinyatakan ketetapannya dengan
Keputusan Pejabat Berwenang sesuai Peraturan
Perundang-undangan;

b. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibatalkan atau
ditunda oleh Penyelenggara.

(4) Yang dimaksud dengan Penyelenggara kegiatan
tersebut pada ayat (3) huruf b Pasal ini adalah :

1. Kementerian;,

2. Lembaga Negara;

3. Daerah Lain, serta

4. Instansi Pemerintah Lainnya.

(5) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka
pembebanan biaya pembatalan sebagaimana
dimaksug ayat (1) Pasal ini meliputi:

a Surat Kepytusan penetapan keadaan bencana
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a Pasal ini
dan / atau berita oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Media Cetak yang dikemas dalam bentuk kliping;

b. Surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara
menyangkut pembatalan atau penundaan
pelaksanaan kegiatan dimaksud;

¢. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan
Dinas ,Jabatan dari Pejabat Penerbit SPPD, yang

=



(6)

dibuat sesuai format sebag aimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inij

d. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Perjalanan Dinas Jabatan dari PA / KPA, yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

e. Pernyataan / Tanda Bukti Besaran Pengembalian
Biaya Transpor dan / atau biaya penginapan dari
perusahaan jasa transportasi dan / atau
penginapan yang disahkan oleh PA / KPA

Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-

SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai

berikut:

a. Biaya pembatalan tiket transportasi; dan

b. Biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan /
refund.

BABIX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(1)

(2

(3)

Pasal 37

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan

pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam bentuk Laporan

Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada

Pemberi Tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA

/ KPA paling lambat 5 (lima) han kerja setelah

Perjalanan Dinas dilaksanakan;

Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan

dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat sekurang-

kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV Peraturan Bupati inj;

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan

dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa :

a. SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA / KPA
serta Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan
Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat
tujuan Perjalanan Dinas;

c. Bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana
transportasi yaitu :

1. Tiket pesawat,
2. Boarding pass atau manifest penumpang
maskapai penerbangan;
3. Airport tuax;
4. Tiket kapal laut atau manifest penumpang dari
administrator pelabuhan;
Karcis tanda masuk pelabuhan;
6. Tiket Kereta Api;
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7. Retribusi-retribusi;
8. Tiket Bus;
9, Bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

d. Kuitansi tanda terima uang muka sebagaimana
dimaksud Pasal 30 ayat (2) huruf c¢ Peraturan
Bupati ini;

e. Rincian Biaya Perjalanan Dinas mengantar jenazah
yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inj;

f Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas kebenaran
pelaksanaan Perjalanan Dinas dibuat sekurang-
kurangnya sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

g Daftar Pengeiuaran Riil yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati inj

h. Bukti pembayaran sah sewa kendaraan dimaksud
Pasal 10 ayat {13) Peraturan Bupati ini berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha
bidang jasa penyewaan kendaraan,; serta

i. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap
iainnya.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah
dengan melampirkan dokuemn berupa :

a. Fotokopi surat keputusan pindakh;

b. SPPD yang telah ditandatangani pihak terkait;

¢. Rincian biaya perjalanan dinas dimaksud Pasal 21

ayat {3} Peraturan Bupati ini;

Kartu Keiuarga Pelaksana SPPD;

Akte / Buku nikah Pelaksana SPPD;
Akte Kelahiran anak-anak; dan
Keputusan Pengadilan bagi anak angkat.

™o

Pasal 38

(1) Pelaksana SPPD melakukan Perhitungan Rampung
seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas,
dan disampaikan kepada PPTK untuk mendapatkan
persetujuan;

(2} PPK-SKPD berwenang untuk menilai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam
daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 37
Peraturan Bupati inij;

(31 PA / KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan SPM

/SP2D LS Perjalanan Dinas.
s



Pasal 39

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,
menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan / atau
Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat
kerugian daerah / negara, bertanggung jawab sepenuhnya
atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BABX
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 40

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal
terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;

{2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud ayat (I}
Pasal ini dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dapat
menetapkan perjalanan dinas khusus sesuai pertimbangan
tertentu,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal : 30 QeseMBER 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

PEN GO LAH

Kepala Seksi Analisa dan
Standarisasi

Kepala Bidang Aset

Sekretaris Dinas PPKAD

Kepala Bagian Hukum
dan Perundang-
Undanvsan

Kepala Bagian TUP

Kepala Dinas PPKAD

Asisten Bidang
Administrasi Umum

~aL

Asisten Bidang
Pemerintahan dan
Keseiahteraan Ralkyat

Sekretaris Daerah

\
L

10 | Wakil Bupati 7
11 Bupati Minahasa DH. Mohon
Tenggara Ditandatangani




Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal : 3o DESEMBER 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA, &

gw
JAMES SUMENDAP :
Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal : 3 0eSeMiier 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
TEN GGARA,
Vawres
Vet I 4
/Ir. B. A TNU NGXI, MEng
PEMEBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR 18%SERT ...




LAMPIRAN I !

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

23 TAHw 2013

20 OSSEMRER 2011

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Dasar

Kepada

Untuk

BUPATI MINAHASA TENGGARA

SURAT PERINTAH TUGAS

NIP

NOMOR:

------------------------------------------------------------------------------

........................................................................

.....................................................................
..................................................................
..................................................................

.....................................................................

Dikeluarkan di
Pada tanggal

BUPATI /WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA,

{iocccscoiasesiansnansnsnnrnsnns sausnsusass)




Dasar

Kepada

Unftuk

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS / BADAN / KANTOR / UNIT KERJA

Alamat:

RATAHAN KODE FOS. 95695

SURAT PERINTAH TUGAS

......................................................................................................

Pangieeionl. & .ooccecsimmmunansuinur sass s snnag etz
NIP

Jabatan

DL NAMAL L e il e I s ST

ST Lo i R e N RN SR et
NIP

Jabatan

.................................................

..........................................................................................

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal ......ccccciarriirrrieeeniinns

NAMAJABATAN,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TTD

JAMES SUMENDAP




LAMPIRAN 1 ; PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR  : 727 tAHUMD 2013

TANGGAL : 120 DPESEMBER 2013

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWA! NEGER! SIPIL, PEGAWAI TIDAK
TETAP SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS / BADAN / KANTOR / UNIT KERJA

Alamat :
RATAHAN KODE POS. 95695

LemBan Ke! sk inaioe i i
Kode no B
Nomor e T

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SP PD)

1. Peiabat vang memberi perintah | L A A T ot P CT P P L T e L LT o
2. Nama Pegawai vang diperintahh = | L iiiiiiressssssenissaisissssasnssinsins
3. a Pangkat dan Golongan Menurut 0 | Lccceeeesseressessssssaniens R eREATEAR RN
PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
e. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas = | ...ccceveencecns Py e g e
_4.  Maksud Perialanan Dinas 000 | Liiesssssesisseesssscesssssessesssses
5. Alat angkut yang dipergunakan =00 @@ | ... A I ECTITTPRTLE e P P rE T CE LT P e rrre
6. a. Tempat berangkat
b ffempatTufnam. . L sssesesnssemassnansassrsnssssnssesmimi sinns
7. & Lamanya Perjalanan Dinas vee {oor.) hari
b, Tanggal Berangkat =000 ] iicieiiiiciiesssesiesissnsssseiet vaiaes
¢. Tangeal harus kembali

8  Pengikut

9. Pembebanan Anggaran
a. Instansi

b. Mata anggaran
10. Keterangan lain-lain

---------------------------------------------------

Ditetapkan di Ratahan
pada gl oocsianinnaniiiiag

NAMA JABATAN,
NAMA PEJABAT

Pangka
NTP.




SPPD No. e s e By
Berangkat dari

{tempat kedudukan) : RATAHAN

Pada tanggal e L e e = o T
Ke s

sesEsmamEmE ARy

Selaku pelaksana Teknis kegiatan

L. Tibe di " Berangkat dari

Pada tanggal Ke
Kepala I};aegzla tanggal

Il Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Eada tanggal

IV, Tiba di : Berangkat dari e
Pada tanggal : Ke
Kepala : Eada al;anggal

€p

Tiba kembali di:.....ccccommemrmmmnrrnnnrseens
Pada tanggal facceiissiwissamssnasasssses

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-mata untuk
kepentingan jabatan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya.

NAMAJABATAN,

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP,

V1. CATATAN LAIN-LAIN :

VIiI. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas,
para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung
jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi

akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TTD

JAMES SUMENDAP



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 3

TANGGAL : ™o

TENTANG : PER
DIN/

KOMPONEN BIAYA PERJALA

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan Hmanuu{lg

Perjelanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanman tugas
pokok den fungai SKPD

Petjalanian Dinas Jnbatan untuk mengilubi rapat sesigar den

ijnlmln Dinea  Jabatsn dalam rangka FPengumandshsn

{De

Parjalanan Dinas Jabatsn wntuk mensmpub ujian dinasfujian
_imbatan

+f
ssjenisnya, M
{
4

Mﬂmmmwmm@d@m@w’
Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang

pengufi kesehmtan yeng ditunjuk, untuk mendepatkan u.l.rat )

!(e!:era.ngan dokter tentang kesehatsomya gune kepentingan

Per_[a.l.ma.n Binas Jabetan unbuk leh pengobatan

berdasarkan surat keterengan. dokter karena mendapat cedera +

pada weltu/karena melainikan

tugng
Per]a]anm Dinas Jabaten untuk e tlean batan

berdesarkan Keputusan Mnajelis Penguj Keachatan Pe@m i

Negeri

Pearjalanean Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara

Diploma/$1 /$2/83 :

Perjalanan Dinas Jabatann untuk mengikuti pandidilan dan

pelatilan V3)

k.

Perjalanan Dines Jabatan untuk menjernput/mengantarkan ke

TIALL

tempat
Anggota  DPRD/Pegawai Nagm/Pepwa Tidak Tatap yang
inggel dunia dalam melakukan Perial D

Parjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ka

pemekaman jensgah Pejabat Negara/Pimpinan dan 4

tempat pemakaman jenarah Pejbat Negara/ Pimpinan dan ¥

Anggota DPRD/Pegawsai Negeri yang meminggal dunia dari
termnpat lkedudukan ke tempat. pemaknme

Perjalanan DinAs dalwm ranga Xoordinuss den wemsultssi da 1 m

{aatul tempai tuinan

Biaya penginapan diberikan selama masa Pengumandahan [D
Biaya transpor pegewai diberikan untuk transpor pada saat k
Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar hiay
Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatang
Jenis Perjalanan Dines Jabatan pada huruf j dan hud k van;
penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat] orang,



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUrATI MIN,

AHASA T ARA
NOMOR ;T TAHW 2053 e
TANGGAL %0 DESEMEER 2003
TENTANG

FASILITAS TRANSPOR BAG! PELAKSANA SPPD

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJ
ALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK

LINGKUNGAN
MINAHASA TENGGARA.

FEGAWAI NEGERI

SIPIL,
LAIN DI

rEMERINTAH KABUPATEN

TINGKAT MODA TRANSPORTASI
NO PELAKSANA SPPD Biaya | PESAWAT | KAPAL [ KERETA | HARGA
1 UDARA LAUT API/BUS | TIKET
1. | Bupati Wakil Bupati, 3 Dibayar
Pinl;:pin’an DPRD, serta P-cjgabal Al Bisnis WP{I?I” Slfe S]!l{alflf Sec&i’ra
Negara lainnya yang sctara BRacit Rill
2. | Pejabat Eselon 11, Anggota Dibayar
DPRD, serta Pegawai Tidak AD Ekonomi Kelas 1 B | Eksekutif Secara
Tetap yang setara Rill
3, | Pejabat Eselon 1I, PNS Dibayar
Golongan IV serta Pegawai B Ekonomi | Kelas I A | Eksekutif | Secara
Tidak Tetap vang setara B Rill
4. | Pejabat Eselon IV, PNS Dibayar
Golongan II serta Pegawai & Ekonomi | Kelas I A | Eksekutif | Secara
Tidak Tetap vang setara .Rﬂl
5 | PNS QGolongan 1, PNS DSlbayar
Golongan 1, Pihak Lain serta A ; CCara
Pegawfii Fidah ety yave D Ekonomi | Kelas I A | Eksekutif il
| setara

BUPATI MINAHASA TENGGARA, /AT.—




LAMPIRAN V:

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR . 2F vAHW 2018
TANGGAL : %o OESEMEER 207
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

1, SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PRDVINSI

{dalam rupiah)
No. PROVINE] SATUAN | TINGKAT Al | TINGKAT A2 | TINGKATE | TINGKATC | TINGKAT D
1 ACEH O/H 660.000 560.000 460,000 360.000 260.000
2. SUMATERA UTARA Of/H 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
3 RIAUL O/H 660.000 560,000 460.000 360.000 260.000
4, KEPULAUAN RIAU O/H 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
5 | JAMBI o/H 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
6, SUMATERA BARAT O/H 660,000 560.000 460.000 360.000 260,000
- SUMATERA SELATAN O/H 660,600 560.000 460.000 360.000 260.000
8. LAMPUNG OfH 680.000 580.000 480,060 380,000 280.000
g, BENGKULU OfH 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
10, | BANGKA BELITUNG OfH 670,600 570.000 470,000 370.000 270.600
11. | BANTEN OfH 660.600 560.000 460,000 360.000 260.000
12. | JAWABARAT OfH 730.000 630.000 530.000 430,000 330.000
13. | D.K.I. JAKARTA O/H 830.000 730,000 | 630.000 | 530.000 | 430.000
14. | JAWATENGAH OfH 670,000 570.000 470.000 370.000 270.000
15. | D1 YOQYAKARTA O/H 720.000 620.000 520.000 420,000 320.000
la. | JAWATIMUR OfH 710.G00 610,000 510.0C0 410,000 310.000
17. | BALI CfH 780.000 680.0C0 580.000 480.000 380.0G0
18. | NUSA TENGGARA BARAT O/H 740.000 640,000 540,000 440.000 340.000
19, | NUSA TENGGARA TIMUR O/H 720.000 620,000 520.000 420,000 320.000
20. | KALIMANTAN BARAT C/H &670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
21. | KALIMANTAN TENGAH Q/H 660,000 560.000 460,060 360.000 260.000
22, | KALIMANTAN SELATAN CfH 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
l'_23. KALIMANTAN TIMUR Of/H 730.000 630.000 530.000 430.000 330.0C0
24, KALIMANTAN UTARA a/H 730.000 630.000 530.600 430.000 330.00G0
25. GORONTALO OfH 670.000 570,000 470.000 370.000 270.000
26. | SULAWESI BARAT OfH 660.000 560.000 460.000 360,000 260.000
27. | SULAWESI SELATAN OfH 730.000 630.000 530.000 430.000 330.000
28. | SULAWES] TENGAH O/H 670.000 570.000 470,000 37C.000 270.600
29. | SULAWESI TENGGARA OfH 680,600 580.000 480.000 380.000 280.000
30. | MALUKU OfH 660.600 560.000 460.000 360.000 260.000
31. | MALUKU UTARA O/H 670.000 570.000 470.000 370.000 270.000
32. | PAPUA OfH 880.000 780.C00 680.000 580,000 480.000
33, PAPUABARAT O/H 780,000 680.000 580.000 450.000 380.000




II. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

{dalam rupiah)
=== TINGKAT | TINGKAT
No.| KABUPATEN/KOTA | SATUAN | "NOKAT | TINGKAT | TINGKAT > D
1. | BITUNG O/H | 400,000 350,000 | 300000 | 250,000 | 200,000
2. | TOMOHON o/H 350,000 300,000 | 250.000 | 200,000 | _150.000
3. | MINAHASA O/H 300,000 250.000 | 200000 | 175.000 | _ 150.000
3, | MINAHASA UTARA O/H 350.000 300.000 | 250.000 | _200.000 | _ 150.000
5. MINAHASA SELATAN O/H 300.000 250,000 | 200,000 | 150000 | _ 100.000
6. | BOLAANG MONGONDOW | O/H 200,000 350,000 | 300,000 | _250.000 | _225.000
B | o | 500000 |  450.000 | 400000 | 350.000 | 325.000
O sl I 300.000 250.000 | 200.000 | 150.000 | 100.000
e (T 400.000 350,000 | 300.000 | 250.000 | 225000
10. | KOTAMOBAGU ojH 300,000 350.000 | 300,000 | 250,000 | 200,000
11. | KEPULAUAN SITARO o/H 500.000 450.000 | 400,000 | _350.000 | _325.000
12. | KEPULAUAN SANGIHE OfH_ 550.000 500,000 | 450.000 | 400,000 | 375.000
13. | KEPULAGAN TALAUD O/H 600.000 550,000 | 500,000 | 450.000 | 425.000
14. | MANADO O/H 400,000 350,000 | 300,000 | 250.000 | 200.000
IIl. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
. URAIAN JUMLAH KETERANGAN |
Uang Harian Berlaku dari Kota Ratahan ke |
- Tingkat Al 275.000 Kecamatan Ratahan Timur,
- TingkatA2 250.000 Pasan, Tombatu, Tombatu
- Tingkat B 175.000 Utara, Tombatu Timur,
- Tingkat C 125.000 Touluan, Touluan Selatan,
- Tingkat D 75.000 Silian Raya, Belang, Ratatotok,
Pusomaen.
Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota Ratahan 25.000

Keterangan:
Biaya Uang Harian dibayarkan secara lumpsum sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT
yang pemanfaatannya untuk : uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku.

Biaya yang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan
ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari.

i)
2
3

4)

Selain keluarga yang sah,
diperkenankan pula untyk membawa
diberikan uang harian sesyai tin
Biaya Uang Harian dalam Tabel

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

A

bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan HI atau pejabat eselon IV
pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan
gkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan 1.

ini adalah batas tertinggi.

ESSUMENDAP



LAMPIRANVI

PERAT
NOMOQ!
TANGG
TENTA

STANDAR BIAYA TIKE'

DI

NO.

KO1

ASAL

1)

{2

MANADO

MANADO

MANADO

MANADO

BAN

MANADO

MANADO

MANADO

MANADO

MANADO

10

MANADO

11

MANADO

12

MANADO

13

MANADO

14

MANADQ

15

MANADO

PAI

16

MANA DO

17

MANADO




18 | MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.626.000
19 | MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000
20 | MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000
21 MANA DO SEMARANG 12.504.000 5.851.000
22 | MANADC SOLO 12.504.000 5.090.000
23 | MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000
24 | MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000

BUPATI MINAHASA TENGG //(
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR - T3 TAHWS doit
TANGGAL 1 DEVEMBER 2013
TENTANG PERATURAN BUPATI

TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN Di

LINGKUNGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.
SATUAN BIAYA PENGINAPAN
I SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR pROVINSI
o (dalam rupiah)
| TARIF HOTEL
No. | PROVINS] SATUAN

TINGEAT Al TINGKAT A2 TINGKAT B | TINGKAT € | TINGKAT D
1, ACEH O/H 4,420,000 1,308,000 | LOR0.000 410.000 370.000
2, SUMATERA UTARA O/H 4,960,000 1,206,000 703.000 470.000 310.000
3. RIAU OfH 3.817.000 1,168,000 720.000 450.000 380,000
4, KEPULAUAN RIAU OfH 3.416.000 930,000 650,000 380,000 280,000
B JAMBI G/H 4,000,000 1,030,000 697.000 370,000 290,000
6. SUMATERA BARAT O/H 4,240,000 1.144.000 884.000 460,000 370.000
. SUMATERA SELATAN O/H 4.680.000 1,228,000 602.000 514.000 280.000
8. LAMPUNG G/H 3.960,000 1.299,000 770,000 374.000 356,000
Q, BENGKULU OfH 1.300.000 790.000 712,000 599,000 510.000
10. | BANGKA BELITUNG 0O/H 2.858.000 1.150,000 £50.000 533.000 304.000
11. BANTEN O/H 3,808,000 1.430.000 | 1.024.000 556.000 400,000
12. | JAWABARAT O/H 3.664.000 1.753.000 949,000 497.000 463.000
13. | D.K.I. JAKARTA OfH 8,720,000 2.000.000 | 1.250.000 800.000 600,000
14, | JAWATENGAH O/H 4,146,000 1,452,000 750,000 450.000 350,000
15. | D.I. YOGYAKARTA O/H 4,620,000 1.248.,000 670.000 528,000 387.000
16, | JAWATIMUR O/H 4,400,000 1.359.000 841.000 485,000 286.000
__]j. BALI O/H 4.881.000 1.810.000 | 1,220.000 904.000 658.000
18, | NUSA TENGGARA BARAT CfH 3.429,000 1,222.000 737.000 540,000 360,000
19, | NUSA TENGGARA TIMUR OfH 3,000,000 1.000.000 700,000 550.000 400.000
20, KALIMANTAN_QARAT O/H 2,400,000 1.130.000 808.000 430.000 330.000
2 1. | KALIMANTAN TENGAH G/H 3.000,000 1.596.000 923,000 465.000 436.000
22, | KALIMANTAN SELATAN OfH 4,250,000 1.603.000 816.000 500.000 379.000
23. | KALIMANTAN TIMUR O/H 4.000.000 1.458.000 816.000 550,000 450,000
24. | KALIMANTAN UTARA O/H 4,000,000 1.458.000 816.000 550.000 450.000
25. | GORONTALO O/H 1,320.000 1.010.000 910.000 410,000 240,000
26, | SULAWESI BARAT O/H 1.260.000 1.030.000 910.000 400,000 360.000
27. | SULAWESI SELATAN O/H 4,820,000 1.135.000 853.000 539.000 375.000
28, | SULAWESI] IENGAH O/H 2.030.000 1,.298.000 767.000 400,000 330,000
29, | SULAWESI TENGGARA OfH 1.850.000 1,070.000 802.000 450.000 420,000
30. | MALUKU OfH 3.000.000 1.030.000 680.000 484.000 280.000
31. | MALUKU UTARA O/H 3.110.000 1,512.000 600.000 420.000 380.000
| 32, PAPUA O/H 2.850.000 1.524.000 720.000 460,000 414,000
33, | PAPUABARAT O/H 2,750,000 1.482.000 900.000 400.000 370.000




II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

{dalam rupiah)
TARIF HOTEL
Mo, KABUPATEN/KOTA SATUAN
“Ni;‘” “Ngzm TINGKATB | TINGKATC | TINGKAT D
1. | BITUNG O/H | 1.550.000 | 850,000 | 550.000 | 450.000 | 300.000
2. | TOMOHON OfH | 1.550.000 | B50.000 | 550.000 | 450.000 | 300.000
3. | MINAHASA OfH | 1.550.000 | 850.000 | 550.000 | 450.000 | 300.000
4. | MINAHASA UTARA O/H | 1.550.000 | 850.000 | 550.000 | 450.000 | 300.000
5. | MINAHASA SELATAN OfH | 1.550.000 | 850.000 | 550000 | 450.000 | 300.000
6. | BOLAANG MONGONDOW | O/H | 1.550.060 | 850.000 | 550,000 | 450.000 | 300.000
E MONGONDOW |,y | 1550000 | 850000 | 550000 | 450000 | 300,000
g | DOVAANG MONGONDOW | ¢/ | 1550.000 | 850.000 | 550000 | 450.000 | 300.000
| BOLAANG MQ
9 | cararan TONGONDOW | o/ | 1550000 | 850000 | 550000 | 450000 | 300.000
| 10. | KOTAMO BAGU O/H | 1.550.000 | 850.000 | 550.000 | 450.000 | 300.000
11. | KEPULAUAN SITARO O/H 1.750.000 | 1.000.000 | 600.000 | 500.000 | 350.000
12. | KEPULAUAN SANGIHE O/H | 1.750.000 | 1.006.000 | 600000 | 500.000 | 350.000
13. | KEPULAUAN TALAUD OfH | 2.750.000 | 1.250.000 | 650.000 | 550000 | 400000
14. | MANADO O/H | 3.200.000 | 1.415.000 | 740.000 | 600.000 | 480.000
Keterangan:
1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil
2] Satuan Biaya Penginapan dalam Tabei_im’ merupakan patokan batas tertinggi vang menjadi dasar
. untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan (fasilitas penginapan, maka kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 3% {iga puluh persen} dari tarif dalam tabel

inL
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGER! BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)
i PELAKSANA SPPD SATUAN REPRL;:ASI;ZCI}QT -

i 1. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD Orang/Hari 250.000

| 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Orang/Hari 200.000

Keterangan:

1} Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara lumpsum.
2) Sawan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.




LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

27 TAHW 2013

1%  DeSEMBER 2ol

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI! BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN Di
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Lampiran SPPD Nemor :
Tanggal e

No. PERINCIAN BIAYA

JUMLAH KETERANGAN

Biaya trans por pegawai

Biaya transpor keluarga

1

2,
3. Uang harian
4

................. tanggal, bulan, talun

Re st iiissvigmanis 1 e R O e e A [PUE
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
[ ] { ]
NIP NIP
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah ¢ ROl simimmes rinssuness
Yang telaha dibayar semmla R
Sisa kurang/lebih 1L —
Mengetahui: Men yetu jui:
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana
Kuasa Pengguna Anggaran Teknis Kegiatan
= )
NIP. NIF.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TTD
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LAMPIRANX

TENTANG

TaHun 2003

o  PESE MBER 243

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA.

SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

GOLONGAN PELAKSANA SPPD

. URAIAN/TUJUAN GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN | GOLONGAN
L | W m I I
[ L RIS BRI VU R o) 3.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000
| 2. Pegawai yang berkeluarga tanpa

anak 3000000 | 2500.000| 2000000 1.500.000
| 3. Pegawai yang tidak berkcluarga

Keterangamn:

1} Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang

Perjalanan Dinas Pindah,
2) Biaya Pengepakan dan Angkutan

3 Satuan

te rtin ggi

Baya Pengepakan dan

2.500.000 L 2.000.000

1.500.000

Barang dibayarkan secara lumpsum.
Angkutan Barang dalam Tabel ini merupaken patokan batas

L.00C.000

diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan

BUPATI MINAHASA TENGGARA, =
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LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 15 (ESSEMIZER 2011
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM NEGER! BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA

TANDA TERIMA UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Sudah Terima Dari ¢ Bendahiara, Pengelanan i i saied saspassaaiisassss sx sodad (1)
Uang Sejumlah S B it e e e S U R e G UV e P S e AR R 2
Untuk : Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang harian R TS s (3]
2. Biava transport R P VT (4]
3. Biaya penginapan RS s vt s sl b (5]
4. Uang representasi T T Al (6]
5. Sewa kendaraan dalam kota RN e g b pamnimt sl (7]
6. Biava pemetian ienazah B mba b et (8]
7. Biaya angkutan fenazah R s oot Bt L] (9]
JUMLAH Rl e (10)
dalam rangka pelaksanaan KEgiatan .. .........ccccuiiiiiiiniinimmeiinec i sssssssscisssssssssssasss (11)
Sesuai:
SFFINNOIION # oopememrnemiebe mesnsnsssssases s smmin s v {12}
lampmall | e e o e {13}
................................................. (14)
Yang Menerima
Sebesar : Rp. [ 1(15)
( | {16)
NIP. 117)
PA/KPA PPTK BENDAHARA - BUKU KAS
Tangeal Nemor Paraf
Menyetu jui:
|
!
| e——308 | e | ) 22)
NIP. . (19) NIP. . {21} NIP. - [23)




PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
TANDA TERIMA UUANG MUKA PERJALAN DINAS

Diisi nama SKPD.

Diisi dengan huruf balok besaran jumlah uang yang dibayarkan.

Diisi dengan besaran jumlah uang harian {n x tarif).

Diisi dengan estimasi besaran jumlah uang transpor (estimasi dihitung berdasarkan harga
yang berlaku setempat).

Diisi dengan besaran jumlah uang penginapan {n ~ 1) x tarif }.

Diisi dengan besaran jumlah uang representasi {n x tarif}.

Diisi dengan estimasi besaran jumlah uang sewa kendaraan dalam kota (sesuai Pasal 10
ayat {7) Peraturan Bupati ini}.

Diisi dengan besaran jumlah biaya pemetian jenazah,

Diisi dengan besaran jumlah biaya angkutan jenazah.

Diisi denganjumlah total Biaya Perjalan Dinas.

Diisi Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.

Diisi dengan nomor SPPD.

Diisi dengan tanggal SPPD.

Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.

Diisi denganjumlah total Biaya Perjalanan Dinas {lihat nomeor (103,

Diisi nama Pelaksana SPPD.

Diisi NIP Pelaksana SPPD (kecuali Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pegawai Tidak
Tetap).

Diisi nama PA/KPA.

Diisi NIP PA/KPA.

Diisi nama PPTK.

Diisi NIP PPTK.

Diisi nama Bendahara.

Diisi NIP Bendahara,

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TID
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LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MINAHA:!SOA|3TENGGARA
NOMOR = 4 TAHUN
AL %o opEsEMnat 2013
%gggNG +  PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGER! SIPIL,
PEGAWAL TIDAK TETAP SERTA PIHAK ]-:A-m DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama P SPRPSTIS PRPP PO SRS P SRR i e S e S TR Y B (1]
NIP N e s a e e s K RS by g s R A T B St (2)
PANKAL/GOIOMEAI  ©  .oooooieesiirsimoieeiisasasssas s s ss e s om e b s bbb a8 8 800 h bbbt s b s s (3)
Jabatan B | ke e e o Eo A Bk ) @)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas NOMOT:, . .....cuueeimmmmmimmmmasmemmermsissssssmenisssssssnsnss {5}

Saya akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebut selambatnya 5 {lima)
hari kerja setelah kembali dalam pelaksanaan tugas.

Saya bersedia mengembalikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat selisih lebih antara
uang muka terhadap biaya riil

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-

Undangan.
.............................................. (7)
Yang membuat pernyataan,
. } {8)
NIP. (9



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
{6}
7

(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UANG MUKA PERJALANAN DINASJABATAN

Diisi nama Petaksana SPPD.

Diisi NIP Pelaksana SPPD.

Diisi Pangkat/Golongan Ruang Pelaksana SPPD.

Diisi Jabatan Peiaksana SPPD.

Diisi nomor Surat Perintah Tugas.

Diisi nomor SPPD.

Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggai, buian serta tahun.
Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.

Diisi NIP Peiaksana SPPD.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TTD
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LAMPIRAN XIII ; PERATURAN BUP;
NOMOR :
TANGGAL
TENTANG

IZEERPITUT . 0

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN
NOMOR.......

Yang bertanda tangan di bawah inj :
Nama

NIP

Jabatan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa t:

Nama
NIP
Jabatan

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan dis
sangat mendesak/penting dan tidak dapat ¢
............................................ P ——

sehubungan dengan pembatalan tersebut,
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat deng
ternyata surat pernyataan ini tidak benar,
diproses sesuai dengan ketentuan hukum yai




] DINAS JABATAN

[ MINAHASA TENGGARA,

[AMES SUMENDAP



LAMPIRAN XTIV : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR T Tada) 6t

TANGGAL 25 DESEMIER 2003

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
N OO s s

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama e P D e o (1)
NIP e R e P e S L (2)
Jabatan R e e e s b e e S (3)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalananan Dinas Jabatan berdasarkan Surat
Tugas Nomor ...................téanggal...................080 SPPD NOIOL.......cccuuimmmuiiniimmnsssnsisnisasnnss

Nama 5]
NIP O T DI ATt S By T o {6)
Jabatan I e e et {7)

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
Nomor ............tanggal..........

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ..........(9)......... dan biaya
penginapan vang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat
dikembalikan/refund {sebagian/seluruhnya) sebesar Rp........cccooiaeees (10)uniiiiniiiiniininnn
sehingga dibebankan pada DPA Nomor: A tanggal

<114 B — 1 Y ) B

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila_ dikemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya
bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas
Daerah.




1
{2
(3)
(4)
(5}
(6)
{7
(8}
(9

PETUNIUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBENANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINASIABATAN

Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani blaya perjalanan dinasnya.
Dlisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.
Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjatanan dinasnya.
Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

Diisi nama Pelaksana SPPD.

Diisi NIP Pelaksana SPPD.

Diisi jabatan Peizksana SPPD.

Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

Diisi transpor yang digunakan.

(10)Diisi dengan jumiah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund

sebagian/selurubnya.

(11)Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

{12)Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan.

{13\Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TTD
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LAMPIRAN XV

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

ZF TAHun 2013
20 (ESEMER 2013

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

MINAHASA TENGGARA.

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH (1)

LAMBANG DAERAH

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

IL

L

Perjalanan Dines JBIBBIE ...xmmmmmcrss svmmemsseims s iomsa st s s s s

Pendahuluan.
A Umum/latar belakang

...................................................

...................................................

.................................................
ve

.......................................................

.......................................................

-------------------------------------------------------

...................................

.............................

...................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

........................................................

.......................................................

......................................

Dibuat di ....... {3)
pada tanggal mmmmssesisssnssssssisssees (4]

Pelaksana SPPD

.................... (5}
{ e eenreenss) (B)
............................................. (7
e B ey {8




()

2
(3)
{4)
(5)
(6)
7

&

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERIALANAN DINAS JABATAN
Kop Naskah Dinas hanya dipakai apabila Laporan Perjalanan Dinas Jabatan dibuat oleh Pelaksana SPPD
di SKPD selain Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Wakii Bupati/Sekretaris Daerah.
Diisi Nama dan substansi kegiatan/acara yang diikuti dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
Diisi nama Kota tempat kedudukan.
Diisi tanggal, bulan serta tahun.
Diisi jabatan Pelaksana SPPD.
Diisi nama Pelaksana 5PPD.
Diisi Pangkat Pelaksana SPPD.

Diisl NIP Peilaksana SPPD.

EUPATI MINAHASA TENGGARA,
1D
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LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : T3 THuN 2003

TANGGAL o PESEMBER i3

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAG! PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DIRAS
MENGANTAR JENAZAH

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal
| No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN
L Biava transpor keluarga
2. Uang harian
3. | Biaya pemetian jenazah
4. Biava angkutan jenazah
3. O e e i e
JUMLAH Ro
TerDilANE  cccscsccasinsmssssossrarensisissansasnssasininsimvnsssiisruissssnssns B i
Telah dibayarkan sejumlah . tanggal bulan, talmun
Telahh menerima jumlah vang sebesar
Bp) ciiteabiiiiiag 1547 P LTl e i
Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
l J | ¥ |
NIP NIP
PERHITUNGAN SPFD RAMPUNG
Ditetapkan scjumiah 0 R T e
Yang telaha dibayar semula Y1 TN R
Sisa kurang/ lebih t Rpiasisinasaunisioia
Mengetahui: Menyetujui
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana
Kuasa Pengguna Anggaran Teknis Kegiatan
e ) | == i |
NIP. NIP.




{1}
2)
(3}
(@)
(5)
(6)
7
8
(9

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERIALANAN DINASJABATAN

Diisi nama Pelaksana SPPD.

Diisi NIP Pelaksana SPPD.

Diisi Pangkat /Golongan Ruang Pelaksana SPPD.

Diisi jabatan Pelaksana SPPD.

Diisi nomor Surat Perintah Tugas.

Diisi namar SPPD.

Diisi tanggal SPPD.

Dilsi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan serta tahun.

Diisi nama dan tandatangan Pelaksana SPPD.

(10)Diisi NIP Pelaksana SPPD.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

TTD

JAMES SUMENDAP



+
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LAMPIRAN XVII ! PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 20173
TANGGAL OESEMIER 2012
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJ.

DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT N
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERW
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB!
MINAHASA TENGGARA.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama {1)
NIP 2)
Panigkat/GOIONEANT 5 cmicesmeii s e assasssssspappsss s sisss isis venwide bosponss 3}
By @ B | sk s e {4)
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas NOMOT . ...eiiiererseeratarsistanananananssmaiaia-
Serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas NOINOT ......cciveciieaismivnsinssissirssinsnsnmssnsanaas
...... (6} TANEEAL ...eceeeenarnssenisaneaeenaeennsss (7] MAka saya telah melaksanakan Perjalanar

Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh pengguna

Perjalanan Dinas, maka sehubungan dengan hal tersebut saya menyatakan bahwa s

melakukan:

(a). pemalsuan dokumen;

{b). tindakan berupa menaikkan dari harga sebenarnya (mark up}

(¢c). Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih});

(d). halhal lain yang berakibat Kerugian daerah/negara sehubungan dengan pel
Perjalanan Dinas dimaksud.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnys, dan apabila dikemudian ha

pernyataan saya ini tidak bepar, saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan P

Undangan.

Yang membuat pernyatas

NIP.



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERJALANAN DINAS
(1) Diisi Nama yang membuat surat pernyataan.
(2) Diisi NIP yang membuat surat pernyataan.
(3) Diisi Pangkat/Golongan yang membuat surat pernyataan.
{(4p Diisi Jabatan yang membut surat pernyataan.
{5} Diisi Nomor Surat Perintah Tugas.
(6} Diisi Nomor Surai Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD).
{7) Diisi Tanggal Pelaksanaan perjalanan dinas.
(8) Diisi Tempat dan Tanggal pada saat membuat surat pernyataan.
{90 Diisi Nama yang membuat surat pernyataan.
(10) Diisi NIP yang membuat surat pernyataan,

BUPATI MINAHASA TENGGARA,
TTD

JAMES SUMENDAP




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR L 2T AW i3

TANGGAL : 0 DsSemiderRr 2013

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA,

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiraift SPPD NOMOL £ cuioccasasssimen sovmssnssasssnnsssnsnmsaniion e rmmmunsssassnassssn snansspss (1)
Tanggal B et S A e et el 2)
Program § T R e e s e {3)
Kegiatan B A e e N R e o A e e e L (4
No. KOMPONEN BIAYA JUMLAH BUKTIPEMBAYARAN*] |
1. | Uang harian Ada / Tidak |
2. | Biaya transport Ada / Tidak
| 3. | Biaya Penginapan o Ada / Tidak
| 4. | Uang representasi R B B Se (8] Ada / Tidak |
5. | Sewa kendaraan dalam kota R s s s er Al s G (%) Ada / Tidak
6. | Biava pemetian jenazah I TR e T PR (101 Ada [ Tidak
7. | Biaya angkutan jenazah R i oiae siing (11} Ada / Tidak
JUMLAH : R (12) |
S S i i i o s o s Gk S R S P i e A PR )
(14)

Blaya il sejumiah Telah menerima uang panjar sebesar

R s as (15) Rp-. h w18}

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

t s i
NIP m o | L Beeseaeemeecia
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
Ditetapkan R e e A S S AR T M A e {21)
Yang telah dibayar semula 5 TR s e s e e ki (22]
Sisa kurang / lebih R L e e R T T {23)
Mengetahui: Menyetu juk:
Pengguna Anggaran / Pejabat Pelaksana
Kuasa Pengguna Anggaran Teknis Kegiatan
[ ) (24} { 1 {26}
NI it i (25) NI i s sssmins (27
Catatan:

* Kolom yang berfungsi sebagai check-list {coret yang tidak perlu).




(1)
(2
(3
4
o)

(6)

{7
8)

(9

(10)
(11)
(12)

(13)

{14)
(15)
(16)
(17)
{18)
{19]
(20

(21}
(22)
(23)
(24
(25)
(26)
27)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA BERJALANAN DINAS

Diisi nomor SPPD.

Diisi tanggal SPPD.

Diisi Kode dan Nama Program berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas,

Diisi Kode dan Nama Kegiatan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjalanan Dinas.

Diisi dengan besaran jumlah uang harian fn x tarif} (sesuai Pasal 12 ayat (9} huruf a
Peraturan Bupalti ini).

Diisi dengan besaran jumlah uang transpor (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf b, huruf ¢, huruf
d dan huruf e Peraturan Bupati ini).

Diisi dengan besaran jumlah uang penginapan fa - 1)x tarif} (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf
f Peraturan Bupati ini).

Diisi dengan besaran jumlah uang representasi {m x tarif} (sesuai Pasal 12 ayat (9) huruf g
Peraturan bupati ini).

Diisi dengan besaran jumlah uang sewa kendaraan dalam kota (sesuai Pasal 10 ayat (7)
Peraturan Bupati ini).

Diisi dengan besaran jumlah biaya pemetian jenazah.

Diisi dengan besaran jumlah biayae angkutan jenazah.

Diisi dengan jurnlah total Biaya Perjalanan Dinas riil yang diteltapkan berdasarkan kuitansi
pengeluaran/Dokumen pendukung lainnya.

Diisi deéngan huruf balok besaran jumlah Biaya Perjalanan Dihas riil berdasarkan kuitansi
pengeluaran/Dokumen pendulung lainnya,

Diisi nama Kota tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun.

Lihat nomor ({i2}).

Diisi nama bendahara.

Diisi NIP Bendahara,

Diisi dengan jumlah total Uang Muka Perjalanan Dinas yang dibayarkan sebelumnya,

Diisi nama Pelaksana SPPD.

Diisi NIP Pelaksana SPPD (keeuali Piropinan DPRD dan Anggota DPRD serta pegawai tidak
tetap).

Lihat nomor (i5).

Lihat nomor ({18).

Selisih Lebih/Kurang {Nomor {2 1) dikurangi Nomor {22}).

Diisi nama PA/KPA,

Diisi NIP PA/KPA.

Diis{ nama PPTK.

Diisi NIP PPTK.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP




